PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

JI. Imam Bonjol No.3, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur
Kode Pos : 92974 Website : https://kec-kalaena. luwutimurkab.qo.id
email : camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 004 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)
KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KALAENA,

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan
Program dan Kegiatan pada Kecamatan Kalaena, maka
dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PPK-SKPD) Kecamatan Kalaena Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Camat Kalaena Kabupaten Luwu

Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



10.

11,

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
Nomor 52);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/1/Tahun

2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala
Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2026.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA KABUPATEN LUWU
TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) KECAMATAN
KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2026.

Menetapkan :
Nama : YUDI SANJAYA, S.IP.
NIP : 20001124 202506 1 003

Pangkat/ Gol. : Penata Muda/ Ill.a

sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kecamatan Kalaena Tahun
Anggaran 2026.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU membantu tugas dan wewenang
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam
rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Tugas dan kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan
jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran;




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KELIMA

Melakukan verifikasi SPP;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
Melaksanakan akuntansi SKPD dan;
Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

N B A& e

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

Pelaksanaan tugas pada diktum KETIGA dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

NIP 19691025 199802 1 004.




